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BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR      41     TAHUN   2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR  14 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang  : a.     bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah yang
transparan,  responsif,  efisien,  efektif,  akuntabel,  partisipatif,
terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya
tata kelola Pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Mimika Nomor  14 Tahun 2021  tentang Rencana Kelja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2022;

b.     bahwa  dalam  Pasal  264  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor    23    Tahun    2014    tentang    Pemerintahan    Daerah
menyebutkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah
apabila  berdasarkan  hasil  pengendalian  dan  evaluasi  tidak
sesuai   dengan   perkembangan   keadaan   atau   penyesuaian
terhadap keadaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat;

C. bahwa   dalam   perjalanan   Tahun  Anggaran   2022   terdapat
Perubahan-Perubahan Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dan
Kerangka Pendanaan yang berdampak terhadap Program dan
kegiatan Pembangunan Daerah;

d.     bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagalmana   dimaksud
pada  huruf  a,   huruf  b   dan   huruf  c,   perlu   menetapkan
Perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Mimika  Nomor  14  Tahun
2021   tentang   Rencana   Ken.a   Pemerintah   Daerah   (RKPD)
Kabupaten Mimika Tahun 2022.

Mengingat     :  1.     Undarig-Undang Nomor  12 Tahun  1969 tentang pembentukan
Propinsi   Otonom   Irian   Barat   dan   Kabupaten-kabupaten
Otonom  di  Propinsi  lrian  Barat  (I,embaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2907) ;
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2.     Undang-Undang      Nomor      28      Tahun       1999       tentang
Penyelenggaraan  Negara yang Bersih  dan  Bebas dari Korupsi,
Kolusi  dan  Nepotisme    (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun       1999     Nomor  75,    Tambahan    Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3.     Undang-Undang Nomor 45 Tahun  1999 tentang pembentukan
Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4.      Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   2001   tentang   Otonomi
Khusus  Bagi  Kabupaten  Mimika  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia   Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) ;

5.     Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indoensia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);

6.      Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan    dan    Pertanggungjawaban    Keuangan    Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400) ;

7.      Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor5234)   sebagaimana  telah  diubah
dengan  Undang  -  Undang  Nomor   15  Tahun  2019  tentang
Perubahan  Atas  Undang  -Undang  Nomor   12  Tahun  2011
tentang   Pembentukan   Peraturan   Perundang   -   undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tamhan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8.     Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan   Pembangunan    Nasional    (Lembarari    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   124,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9.     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

10.     Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2007   tentang   Rencana
Pembangunari  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

11.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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12.   Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan
Pembangunan  (Lembaran  Negara Republik   Indonesia Tahun
2006      Nomor   96,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4663);

13.   Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun  2008  tentang Tahapan,
Tata     Cara     Penyusunan,     Pengendalian     dan     Evaluasi
Pelaksanaan    Rencana    Pembangunan    Daerah    (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  5887),  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan    Pemerintah    Nomor    72    Tahun    2019    tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang    Perangkat    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun   2019   Nomor   187,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah   (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia          Nomor 6322) ;

16.   Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  tahun  2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata     Cara     Perencanaan,     Pengendalian     dan     Evaluasi
Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi    Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Pajang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah,  serta Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan
Jangka   Panjang   Daerah,   Rencana   Pembangunan   Jangka
Menengah  Daerah  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  1312);

18.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi,     Kodefikasi     dan     Nomenklatur     Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Tahun  2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman   Penyusunan   Rencana   Kerja   Pemerintah   Daerah
Tahun  2022  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021
Nomor 496);
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21.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagainana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah q3erita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

22.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Pengutamaan  Pengunaan  Alokasi  Anggaran  untuk  Kegiatan
tertentu,    Perubahan   Alokasi   dan   Penggunaan   Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  sebagaimana  telah  diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
tentang  Perubahan   atas   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor   39   Tahun   2021   tentang   Pengutamaan   Pengunaan
Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi
dan  Penggunaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 910);

23.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  2  Tahun  2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

24.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  3  Tahun  2020
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menegah   Daerah
(RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :      PERATURAN       BUPATI       TENTANG       PERUBAHAN       ATAS
PERATURAN    BUPATI    MIMIKA    NOMOR     14    TAHUN    2021
TENTANG   RENCANA  KERJA  PEMERINTAH   DAERAH   (RKPD)
RABUPATEN MIMIRA TAHUN 2022

Pasal I

Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Mimika  Nomor  14  Tahun  2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagal berikut:

1.  Ketentuan  Pasal  1  ditambah  satu  angka,  yakni  angka  11,  sehingga  Pasal  1
berbunyi sebagai  berikut :

Pasal  1
1.  Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2.  Pemerintah   Daerah   adalah    Bupati    sebagai   unsur   penyelenggara

Pemerintahan      Daerah     yang     memimpin      pelaksanaan     urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3.  Bupati adalah Bupati Mimika.
4.  Perencanaan  Pembangunan Daerah  adalah   suatu proses  penyusunan

tahapan-tahapan  kegiatan yang melibatkan  berbagai unsur pemanghai
kepentingan    didalamnya,    guna    pemanfaatan    dan    pengalokasian
sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.
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5.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencariaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Mimika untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

6.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun  2020 - 2024
yang   selanjutnya   disebut   RPJMD   adalah   Dokumen   Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mirnika untuk periode 5 (lima)  tahun
terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

7.  Rencana  Startegis  OPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra OPD
adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

8.  Rencana   Kerja   OPD   yang   selanjutnya   disebut   Renja   OPD   adalah
Dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 1 (satu) tahun.

9.  Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang  memuat  kebijakan  bidang  pendapatan  belanja  dan  pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

10.   Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  RKPD
adalah  Dokumen  Perencanaan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mimika
untuk periode 1 (Satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2022.

11.   Perangkat  Daerah  adalah  unsur  Pembantu  Kepala  Daerah  dan  DPRD
dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

2.  Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Perubahan  (RKPD-P)  Kabupaten  Mimika
Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalaln Lampiran Peraturan Bupati ini.

3.  Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerah  Perubahan  (RKPD-P)  Kabupaten  Mimika
Tahun  2022   adalah   sebagai  penentu  arah  dan  Kebijakan  Pembangunan
Tahunan Daerah di Kabupaten Mimika untuk Tahun 2022, dengan tujuan agar
kegiatan  pembangunan  dapat  terlaksana  secara berdaya  guna  dan  berhasil
8una.

4.  Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4
Perangkat   Daerah   di   Lingkungan   Pemerintah   Kabupaten   Mimika,    agar
menggunakan    Rencana    Keria    Pemerintah    Daerah    Perubahan    (RKPD-P)
Kabupaten  Mimika  Tahun  2022  sebagai  acuan  dalam  menyusun  rencana
perubahan berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

5.  Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5
Program   dan   kegiatan   sebagaimana   tercantum   dalam   Rencana   Kelja
Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Mimika Tahun 2022 pada
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
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6.  Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
Dalam mewu].udkan mekanisme pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan
berkesinambungan,   maka  kegiatan  koordinasi,   integrasi,   dan  sinkronisasi
gerak langkah dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasannya
perlu lebih ditingkatkan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,   memerintahkan  Pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal,  15 Agustus 2022

BUPATI MIMIKA,
ttd

ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal,15 Agustus  2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
RABUPATEN MIMIKA

ttd
JENI 0. USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 45


